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ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan peran UPT Perlindungan Konsumen
Jember dalam pemberdayaan pelaku usaha melalui
sosialisasi dan fasilitasi Program Sertifikasi Halal Gratis
(SEHATI) di Besuki. Metode pelaksanaan kegiatan
meliputi tahap persiapan, sosialisasi dengan pendekatan
jemput bola, serta fasilitasi kepada pelaku usaha.
Sosialisasi dilakukan dengan memberikan edukasi
mengenai legalitas usaha, hak, kewajiban, dan larangan
pelaku usaha, pencantuman label, serta manfaat dan
persyaratan sertifikasi halal. Fasilitasi dilakukan melalui
pemberian informasi dan arahan mengenai NIB, P-IRT,
serta persyaratan pengajuan sertifikasi halal melalui
Program SEHATI. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa
masih terdapat pelaku usaha makanan dan minuman
rumahan yang belum memiliki legalitas usaha, sertifikasi
halal, dan pencantuman label produk sesuai ketentuan.
UPT Perlindungan Konsumen Jember berperan sebagai
edukator dan fasilitator dengan membantu pelaku usaha
memperoleh informasi serta mengakses program dan
legalitas yang diperlukan. Kegiatan ini memberikan
pemahaman mengenai pentingnya legalitas dan
sertifikasi halal, membantu pelaku usaha mempersiapkan
persyaratan sertifikasi, serta mendukung pemasaran
produk dan kepastian kehalalan bagi konsumen.

ABSTRACT

This community service activity aims to describe the role
of the Jember Consumer Protection Unit (UPT) in
empowering business owners through outreach and
facilitation of the Free Halal Certification Program
(SEHATI) in Besuki. The implementation methods for this
activity include a preparation phase, outreach using a
proactive approach, and facilitation for business owners.
Outreach was conducted by providing education on
business legality, the rights, obligations, and prohibitions
for business operators, labeling requirements, as well as
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the benefits and requirements of halal certification.
Facilitation was provided through information and
guidance on the NIB (Business Identification Number), P-
IRT (Food Business License), and the requirements for
applying for halal certification through the SEHATI
Program. The results of the activity showed that there are
still home-based food and beverage business owners who
do not yet have business legality, halal certification, or
product labeling in accordance with regulations. The
Jember Consumer Protection Agency serves as an
educator and facilitator by helping business owners obtain
information and access the necessary programs and legal
requirements. This initiative raised awareness about the
importance of business legal status and halal certification,
helped business owners prepare the necessary
certification requirements, and supported product
marketing and assured consumers of the products’ halal
status.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim, maka halalnya
suatu produk itu sangat penting. Perlindungan konsumen menjadi satu prinsip utama
pengaturan halal di Indonesia yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 Pasal 8 ayat (1) Huruf h tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa
“‘pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan halal yang dicantumkan dalam label” (Niza, 2023). Sertifikasi halal
tersebut menjadi salah satu bentuk kepastian bagi konsumen.

Sertifikasi halal memberikan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan
suatu produk, khususnya makanan, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya
(Tammar, 2024). Adanya sertifikasi dan label halal juga dapat meningkatkan
kepercayaan konsumen karena memberikan jaminan bahwa produk telah memenuhi
ketentuan kehalalan yang berlaku, sehingga konsumen merasa lebih aman dan yakin
dalam memilih serta menggunakan produk tersebut (Tahliani & Renaldi, 2023).
Sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam mendorong pelaku usaha untuk
memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan daya saing produknya
(Mustaqim et al., 2023).

Pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki
keterbatasan mengenai sertifikasi halal menjadi salah satu tantangan dalam
penerapannya. Kurangnya pemahaman terhadap persyaratan, prosedur, dan manfaat
sertifikasi halal menyebabkan sebagian UMKM masih mengalami kesulitan dalam
memenuhi ketentuan yang berlaku (Putri, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa keberadaan program sertifikasi halal perlu didukung dengan kegiatan edukasi
dan pendampingan agar pelaku usaha tidak hanya mengetahui pentingnya sertifikasi
halal, tetapi juga memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM memperoleh
sertifikasi halal adalah melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
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Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini membantu UMKM meningkatkan keper
cayaan konsumen, menjamin produk aman, berkualitas, dan sesuai syariat, dan
mendorong pelaku usaha taat hukum dan berdaya saing (BPJPH, 2026).

Dalam konteks tersebut, UPT Perlindungan Konsumen Jember memiliki peran
dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan
fasilitasi sertifikasi halal. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk edukasi dan
pendampingan kepada pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya sertifikasi
halal serta proses yang perlu dilakukan untuk memperoleh sertifikasi melalui Program
SEHATI.

Pelaku usaha di wilayah Besuki menjadi salah satu sasaran dalam kegiatan
pemberdayaan tersebut. Melalui sosialisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh UPT
Perlindungan Konsumen Jember, pelaku usaha diberikan edukasi mengenai
sertifikasi halal serta pendampingan dalam proses pemanfaatan Program SEHATI.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan pemahaman
pelaku usaha terkait sertifikasi halal dan mendorong mereka untuk memenuhi
ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan fasilitasi tidak
hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan dan
daya saing produk, tetapi juga mendukung terwujudnya perlindungan konsumen
melalui produk yang memiliki kepastian kehalalan (Agusti & Yuliarti, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan peran UPT Perlindungan Konsumen Jember dalam pemberdayaan
pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di
Besuki.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode
pelaksanaan yang berfokus pada kegiatan sosialisasi dan fasilitasi Program Sertifikasi
Halal Gratis (SEHATI) kepada pelaku usaha di wilayah Besuki. Metode pelaksanaan
kegiatan disusun melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi,
dan tahap fasilitasi kepada pelaku usaha. Tahapan tersebut dilakukan untuk
memberikan pemahaman mengenai legalitas usaha, perlindungan konsumen, serta
persyaratan dan pemanfaatan Program SEHATI.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juli 2026 di wilayah Besuki dengan
sasaran pelaku usaha atau UMKM yang mengikuti sosialisasi Program Sertifikasi
Halal Gratis (SEHATI). Pemilihan sasaran kegiatan didasarkan pada kebutuhan
pelaku usaha untuk memperoleh pemahaman mengenai legalitas usaha, hak dan
kewajiban pelaku usaha, pencantuman label, serta manfaat, persyaratan, dan
prosedur sertifikasi halal.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara UPT Perlindungan Konsumen
Jember dengan pelaku usaha yang menjadi sasaran kegiatan. Koordinasi dilakukan
untuk menentukan pelaku usaha yang menjadi sasaran, mengumpulkan data dan
dokumen yang diperlukan, serta mempersiapkan produk dan lokasi kegiatan. Selain
itu, persiapan dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam
kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen, legalitas usaha, pencantuman
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label, dan Program SEHATI. Tahap persiapan dilakukan agar kegiatan sosialisasi dan
fasilitasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Gambar 1. Persiapan Data dan Dokumen Pelaku Usaha

2. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilaksanakan dengan pendekatan jemput bola, yaitu dengan
mendatangi dan mengumpulkan pelaku usaha pada dua titik di wilayah Besuki untuk
memperoleh edukasi secara langsung. Pendekatan ini dilakukan agar kegiatan dapat
menjangkau pelaku usaha sesuai dengan wilayah sasaran kegiatan. Materi yang
disampaikan meliputi hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha, legalitas dasar
usaha, pencantuman label produk, serta manfaat dan persyaratan Program Sertifikasi
Halal Gratis (SEHATI). Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan
didukung media informasi berupa leaflet atau brosur.

HAK
KEWAJIBAN

LARANGAN
PELAKU

B
(]

Pelaku Usaha

Sosialisasi tidak hanya memberikan informasi mengenai sertifikasi halal, tetapi
juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya
pemenuhan legalitas dan informasi produk sebagai bagian dari tanggung jawab
pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
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3. Tahap Fasilitasi

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan fasilitasi dan asistensi
sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Fasilitasi dilakukan dengan memberikan
informasi dan arahan mengenai legalitas yang diperlukan, seperti Nomor Induk
Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta akses terhadap
Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam proses fasilitasi sertifikasi halal, pelaku usaha diberikan pemahaman
mengenai persyaratan yang perlu diperhatikan, antara lain bahan baku yang
digunakan, bahan pembersih (cleaning agent), air, serta kemasan produk. Fasilitasi
dilakukan dengan membantu pelaku usaha memahami aspek-aspek yang perlu
dipenuhi sebelum mengajukan sertifikasi halal melalui Program SEHATI. UPT
Perlindungan Konsumen Jember dalam hal ini berperan sebagai fasilitator karena
tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan legalitas usaha, tetapi membantu
pelaku usaha memperoleh informasi dan mengakses program atau legalitas yang
diperlukan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Kondisi dan Permaslahan Pelaku Usaha di Besuki

Pelaku usaha di wilayah Besuki yang menjadi sasaran kegiatan umumnya
bergerak pada bidang makanan dan minuman yang diproduksi secara rumahan. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki
Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Nomor Induk Berusaha (NIB),
sertifikasi halal, serta pencantuman label produk sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas usaha, jaminan
kehalalan, dan informasi produk masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh
pelaku usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pelaku
usaha mengenai legalitas dan kelengkapan informasi produk sebagai bagian dari
perlindungan konsumen. Dalam hal sertifikasi halal, Program Sertifikasi Halal Gratis
(SEHATI) merupakan program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi
halal sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, UPT Perlindungan
Konsumen Jember berperan dalam memfasilitasi dan menyosialisasikan program
SEHATI kepada pelaku usaha di Besuki, sehingga pelaku usaha memperoleh
informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal serta kesempatan untuk
memanfaatkan program tersebut.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Pelaksanaan sosialisasi oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember
menggunakan pendekatan jemput bola dengan mengumpulkan pelaku usaha pada
dua titik di wilayah Besuki. Pendekatan ini dilakukan karena wilayah kerja UPT
mencakup tujuh kabupaten/kota, yaitu Jember, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo,
Banyuwangi, Situbondo, dan Kota Probolinggo. Materi yang disampaikan meliputi
hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha, pencantuman label produk, manfaat
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legalitas dasar, serta sertifikasi halal. Materi disampaikan secara langsung dan

didukung dengan leaflet atau brosur sebagai media informasi.

Dalam penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, UPT
mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
Hak pelaku usaha:

a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik;

c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha:

a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;

c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewaijiban, sosialisasi juga memberikan pemahaman mengenai
larangan bagi pelaku usaha, pencantuman label, manfaat legalitas dasar, dan
sertifikasi halal. Dalam aspek sertifikasi halal, UPT Perlindungan Konsumen Jember
berperan memfasilitasi dan menyosialisasikan Program Sertifikasi Halal Gratis
(SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha
mengenai tanggung jawab dalam memenuhi ketentuan produk serta memberikan
informasi mengenai kesempatan memanfaatkan Program SEHATI sesuai dengan
persyaratan yang berlaku.
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Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

3. Fasilitasi Pengajuan Sertifikasi Halal

Fasilitasi dilakukan dengan memberikan informasi dan arahan mengenai
legalitas yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri
Rumah Tangga (P-IRT), serta akses terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis
(SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH).

Peran tersebut dilakukan karena UPT Perlindungan Konsumen Jember tidak
memiliki kewenangan untuk menerbitkan legalitas usaha. Oleh karena itu, bentuk
fasilitasi yang diberikan lebih diarahkan pada pemberian informasi, arahan, dan
kemudahan akses terhadap program atau legalitas yang diperlukan oleh pelaku
usaha. Dalam proses fasilitasi, pelaku usaha diberikan informasi mengenai
persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) Bahan baku yang berasal dari bahan alami, seperti kelapa, kencur, dan kunyit,
tidak memerlukan sertifikasi halal, sedangkan bahan yang diproduksi oleh industri
perlu dipastikan telah memiliki sertifikasi halal.

b) Cleaning agent, fasilitasi juga mencakup penjelasan mengenai bahan pembersih
(cleaning agent), air, dan kemasan yang digunakan dalam proses produksi. Bahan
pembersih yang digunakan untuk membersihkan peralatan produksi perlu
diperhatikan status kehalalannya, sedangkan air yang digunakan dalam proses
produksi harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

c) Kemasan, yang digunakan untuk produk juga perlu diperhatikan agar memenuhi
persyaratan kehalalan.

Melalui fasilitasi tersebut, UPT membantu pelaku usaha memahami aspek-
aspek yang perlu dipenuhi sebelum mengajukan sertifikasi halal melalui Program
SEHATI, sehingga proses pengajuan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

) e =Y Wy

Gémbar 3. Kegiatan Fasiltasi dan Pengebka Persyaratan emﬁkési HI
(SEHATI)
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4. Peran UPT Perlindungan Konsumen Jember dalam Pemberdayaan Pelaku
Usaha
Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa UPT Perlindungan Konsumen
Jember memiliki peran dalam pemberdayaan pelaku usaha melalui edukasi,
sosialisasi, dan fasilitasi. Peran edukatif dilakukan melalui penyampaian informasi
mengenai hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha serta pentingnya pemenuhan
legalitas dan informasi produk.
Peran fasilitasi dilakukan dengan membantu pelaku usaha memperoleh
informasi mengenai berbagai legalitas yang diperlukan dan mengakses Program
SEHATI. UPT tidak bertindak sebagai lembaga penerbit sertifikasi atau legalitas,
tetapi membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan memperoleh akses
terhadap program yang tersedia. Fasilitasi diberikan dengan membantu pelaku usaha
memperoleh informasi dan mengakses berbagai legalitas yang diperlukan, seperti:
a) Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah identitas pelaku usaha yang
diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission)
(Kurniawati et al., 2023).

b) Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan ijin edar pangan produksi
sakala UMKM (Kurniaji, 2021).

c) Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain itu, UPT juga memberikan edukasi mengenai pencantuman label produk
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitasi tersebut dilakukan dengan
memberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat masing-masing legalitas bagi
keberlangsungan usaha.

Peran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan konsumen tidak
hanya ditujukan kepada konsumen sebagai penerima barang dan/atau jasa, tetapi
juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan pelaku usaha. Pelaku usaha yang
memahami kewajiban, legalitas, informasi produk, dan persyaratan sertifikasi halal
diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

5. Manfaat Kegiatan terhadap Pelaku Usaha
Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi oleh pihak UPT Perlindungan Konsumen
Jember memberikan beberapa manfaat bagi pelaku usaha, yaitu:
a) Mempermudah pemasaran produk
Legalitas dan sertifikasi halal membantu pelaku usaha memasarkan produk secara
offine maupun online, termasuk ke toko oleh-oleh dan swalayan yang
mensyaratkan legalitas produk.
b) Mendorong pemenuhan kewajiban pelaku usaha
Kegiatan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban dalam
memproduksi, memasarkan, dan menjual produk sesuai ketentuan perlindungan
konsumen.
c) Memberikan kepastian kehalalan produk
Sertifikasi halal memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

69



JurnalPengabdian Masyarakat Mandira Cendikia
Vol. No. 5 Agustus 8 Tahun 2026
ke https.//journal-mandiracendikia.com/index.php/pkm

Pelaksanaan kegiatan berjalan tanpa kendala berarti karena koordinasi
sebelumnya memungkinkan pelaku usaha mempersiapkan bahan baku dan produk
yang diperlukan.

xxxxxxxxxxxx

SERTIFIKAT HALAL GRATIS (SEHATI)

SERTIFIKAT HALAL GRATIS (SEHATI)

SERTIFIKAT HALAL GRATIS (SEHATI)

TERBIT BULAN JULI 2026

J—
= {

TERBIT BULAN AGUSTUS 2026

~ TERBIT BULAN JULI 2026

Gambar 4. Sertifikasi Halal Pelaku Usaha yang Sudah Terbit
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, UPT Perlindungan Konsumen Jember berperan
dalam pemberdayaan pelaku usaha di Besuki melalui edukasi, sosialisasi, dan
fasilitasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh
BPJPH. Peran tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola untuk memberikan
informasi mengenai legalitas usaha, pencantuman label, hak, kewajiban, dan
larangan pelaku usaha, serta sertifikasi halal.

Bentuk pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi akses legalitas,
termasuk NIB, P-IRT, serta pengajuan sertifikasi halal melalui SEHATI. UPT tidak
memiliki kewenangan menerbitkan legalitas, tetapi berperan membantu pelaku usaha
memperoleh informasi dan mengakses program yang tersedia.

Kegiatan tersebut memberikan manfaat berupa meningkatnya pemahaman
pelaku usaha mengenai kewajiban dan legalitas produk, kemudahan dalam
memenuhi persyaratan sertifikasi halal, serta mendukung pemasaran produk secara
offline maupun online. Sertifikasi halal juga memberikan kepastian mengenai status
kehalalan produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan
demikian, peran UPT dalam memfasilitasi dan menyosialisasikan SEHATI turut
mendukung pemberdayaan pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan
konsumen
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